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SALINAN

NOMOR 51/2016

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-
Barat dan Dacrah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneai;a Nomor S51);

2. Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4301);

r
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kkepublik
Indonesia Tahun 2014 DNomor 244, Tambahan




Menctapkan

Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tenteng Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor S679);

4. Peraturan ?meriptah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubshan Batas Wilayah Kotamadya Daerzh
Tingkat 1l Malang dan Kabupaten Dacrah Tingkat II
Malang (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1987 Nomar 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentanz Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembarar Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pa=al 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1

o A BN

10,
11.

12.

13

Daerah adalah Kota Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

Walikota adalah Walikota Malang.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling

dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam
waktu 6 tahun.

-

Satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada
jenjang Sekolah Dasar Negeri.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah
jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan
pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 3 tahun.

Satuan Pendidikan SMP adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada
jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama Negeri. .

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Dinas Pendidikan. '

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu. '
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BAB 1l
FEMBENTUKAN

Pesal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Dasar.
Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari;
a. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
b. Satuan Pendidikan SMP Negeri.
Satuan Pendidikan Dasar scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
schagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota mi.

BAB 1III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORCANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan SD Negeri

Paragral 1
Kedudukan

Pasal 3

Satuan Pendidikan SD Negeri merupakar UFT pada jenjang pendidikan
dasar yang melandasi jenjang pendidikan SMP.

Satuan Pendidikan SD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SD, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang
pendidikan SD. |

Kepala SD merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah.

Paragral 2
Susunan Organisasi
Pasal 4
Susunan organisasi Satuan Pendidikan 5D terdiri dari:
a. Kepala Sekolah; dan :
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Si——
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Satuan Pendidikan SD scbagaimana

Pada Satuan Pendidikan SD dapat dibentuk pembagiar tugas
internal/ sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD.
Pembagian tugns:; internal sebagasimana dimaksud pada ayat (3),
merupakan jabaf;an non struktural yang secara operasional
hcrtmggungjawnﬂ_kupadﬂ.ltepﬂa SD.

Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3|,
disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragral 3
Uraian Tugas

Pasal 5

Satuan Pendidiltan SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan
scbagian tugas bidang pendidikan dan pengsjaran pada pendidikan SD
di sekolah masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala SD berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas

Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimeksud pada ayat (1],

Kepala SD mempunyai tugas:

a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SD Negeri dalam
rangka mendayagunakan sumber daya sckolah secara optimal
untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

b. merencanakan program - dan kegiatan sekolah berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

¢. mengelola pelaksanaan urusan keuangar, rumah tangga kantor,
perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi
kepegawaian;

d. mengelola pelaksanaen penatausahean , administrasi untuk
mendukung kegiatan belgjar mengajar di Satuan Pendidikan SD
Negeri;

¢. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SD sesuai dengan
kebutuhan;



dan pengembangan sckolah menuju

mlm * .-nl'n'--l .' > mm:
. menciptakan _ 4 dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif

. mengelola giru dan tenaga administrasi dalam rangka
p:ndayagunu.nh sumber daya manusia secara optimal;
mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang
dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan sccara optimal;
mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka
pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;

. mengendaliken dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan
administrasi/dokumentasi, penerapan sistemn akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah seccara berjenjang;

mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan
pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD
Negeri;

_ melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah
masing-masing scsuai norma, standar, prosedur dan kritaria yang
berlaku;

mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tala laksana
operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SD di
sekolal masing-masing;

. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/
Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

, membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan  sesuai
bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;

. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan
sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/ Pejabat Funzsional/
Bawahan scsuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka
penilaian kinesja,

menyampaikan saran dean pertimbangan kepada Atasan sebagai
bahan masukan guna kelancaran pclaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan scsuai bidang
tupasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan
scsuai dengan tugas jabatannya.

(&)
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Bagian Kedua
Pendidikan SMP Negeri

Paragral 1
Kedudukan

! Pasal 6

" SMP Negeri merupakan UPT pada jenjang
pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah,
Satuan Pendidikan SMP Negeri dipimpin olch seorang Kepala SMP yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala SMP merupakan guru yang di beri tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah.

Paragraf 2
Susunan Orgenisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari:

a. Kepala Sekolah;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional,

Subbagien Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang

dalarn melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala SMP.

Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SMP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Il Peraturan

Walikota ini.

Pada Satuan Pendidikan S-MP dapat dibentuk pembagian tugas

internal/sckolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP.

Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

merupakan jabatan non struktural yang secara operasional

bertanggung jawab kepada Kepala SMP.

Pembagian tugas internal sebagaimana dimalksud pada ayat (4).
r

disesuaikan dengan kebutuhan, 3



Paragral 3
Uraian Tugas

Pasal 8

(1) Satuan F'Gndl.d.l.kﬂ.l; SMF Negeri mempunyai tugas melaksanakan
scbagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan
SMP di sekolah maaing masing,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana :I:.m.al-mud pada ayat (1),
Kepala SMP Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas
Pendidikan. |

(2)

(3)

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SMP mempunyai tugas:

a.

b.

memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SMFP dalam
rangka mendayagunakan sumber daya seckolah secara optimal
untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pérencanaan
sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;

mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SMP scsuail
dengan kebutuhan;

mengelola perubshan dan pengembangan sckolah menuju
organisasi pembelajaran yang cfektif;

menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovauf
bagi pembelajaran peserta didik;

mengelola guru dan tenaga administrasi  dalam rangka
pendayagunaan sumber daya manusia sccara optimal;
mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sckolah yang
dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal,
mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka
pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
mengendalikan dan mengoordinasikan pélaksanaan penataan
administrasi/dokumentasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berjenjang;

mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelapcran
pengelolaan manajemen pendidikan di Sgtuan Pendidikan SMP
Negeri; -

melaksanakan analisa masaleh pengelolaan manajemen di Sekolah
masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;

8



(1)

1. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana
operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SMP di
sekolah ing-masing;

m. mendistribu tugas kepada Pelaksana/Pcjabat Fungsional/

! ‘bidang tugas jabatannya guna kelancaran

7 /Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai

bidang tugasj&ba ya guna pencapaian kinerja jabatannya;

0. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pcjabat Fungsional/Bawahan
sesuai bidang m@ﬁjabamnya sebagai bahan cvaluasi;

p. mengevaluasi pelaknanaan tugas Pelaksana/Pcjabat Fungsional/
Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka
penilaian kinerja;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan scbagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan [Ugas;

r. melaporkan pelaksanaan fugas kepada Atasan sesual bidang
rugasnya sehagai dasar pengambilan kebijakan; dan

s. melaksanukan fugas kedinasan lain veng diberikan oleh Atasan
sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksonaan urusan  administrasi umum meliputi ketatausahaan,

organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan
masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dolkcumentasi, perpustakaan
dan lkearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Satuan

Pendidikan SMP Negeri.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
sumber data yang terscdia scbagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. mernberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas
jabatannya dalam rangka penyiapan , bahan penyusunan
perencanaarn dan ]l‘.eg;mtan Sekolah; :

¢. memberi p-u.-.u.m_juk: kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan

administrasi urq'im: meliputi ketatausahaan, organisasi dan

IllI
it )
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- -

. memberi pet ’uk ada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas

jabatannysa -=: angka pengumpulan dan penyusundan bahan
pengelolaan administrasi kepegawaian;

. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas

jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran
dan pelaksanaan administrasi keuangan;

memberi petunjuk kepada Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penatausahaan
administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di
Sckolah;

 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan se¢sual bidang tugas

jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;

. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas

jabatannya dalmn rangka pengumpulan dan penyusunan bahan
pengelolaan Barang Milik Dacrah (BMD) yang menjadi kewenangan
Satuan Pendidikan SMP Negeri;

mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang
tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
membimbing Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas jebatannya
guna pencapaian kinerja jabatannya;

 memeriksa hasil keria Pelaksana/Bawahan scsuai bidang tugas

jabatannya sebagai bahan evaluasi;
mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target
kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;

. menyampaikan saran dam pertimbangan kepada Atasan sebagal

hahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaporkan pelaksanaan fugas kepada Alasan sesuai bidang

tugasnys sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan
sesuai dengan tugas jabatannys.

10



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

(1)

(2)

(1)

(2)

{3)

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsionsal scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 12,
terdiri dari pegawal yvang memangku jabatan fungsional scsuai
kelompok jabatan fungsionsal masing-masing.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalerm melaksanakan tugasnya Kepala SD, Kspala SMP, Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sccara vertikal dan
horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara
satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi
lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Kepala SD, Kepala SMP dan Kepala Subbagian Tafa Usaha
berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan Kepala Subbagian
Tata Usaha mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam
linglungannya.

Pejabat Fungsional pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan Satuan
Pendidikan SMP Negeri secara teknis administratif bertanggung jawab
pada Kepala Dinas dan secara tcknis operasional berada dibawsh
koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala Sckolah.

4
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BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang
Nomor 659 Tahun 2012 tentang Fembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

J Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2016

WALIKOTA MALANG,
ttd.

MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai asliny .

NIP. 19650302 199003 1 019

12




LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 51  TAHUN 2016

{ TENTANG

| PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS
PENDIDIKAN.,

1B
o Lo

SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KOTA MALANG

1. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Klojen scbhagai berikut:
1. Sekolah Dasar Negeri Klojen;
2. Sekolah Dasar Negeri Kiduldalem 1;
3. Sekolah Dasar Negeri Kiduldalem 2;
4. Sckolah Dasar Negeri Kauman 1;
S Sekolah Dasar Negeri Kaumen 2;
6. Sekolah Dasar Negeri Keuman 3;
7 Sekolah Dasar Negeri Kasin;
8. Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 1,
9, Sckolah Dasar Negeri Sukoharjo 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Bareng 1;
11. Sekolah Dasar Negerl Bareng 2;
12. Sckolah Dasar Negeri Bareng 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Bareng 4;
14. Sekolah Dasar Negeri Bareng 5;
15. Sekolah Dasar Negeri Gading Kasri;
16. Sckolah Dasar Negeri Pénanggungan;
17. Sekolah Dasar Negeri Oro-Oro Dowo;
18. Sekolah Dasar Negeri Rampal Celaket 1; dan
19. Sekolah Dasar Negeri Rampal Celaket 2.

|

B. Wilayah Kecamatan Lowokwaru sebagai berilout:
1. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 1}
Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 2; £l
Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 3; '
Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 4;
Sekolah Dagar Negeri Lowolowaru 5;

Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 1;
13
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Negeri Tulusrejo 2;
x Negeri Tulusrejo 3;
Negeri Tulusrejo 4;
Sekolah D Negeri Jatimulyo 1;

. Sekolah D Negeri Jatimulyo 2;

Sckolah Dasar Negeri Jatimulyo 3;

. Sckolah Iiriu&r Negeri Jatimulyo 4,
 Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 5;

Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 1;
Qekolah Dasar Negeri Tlogomas 2;
Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 1,
Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 2;

. Sckolah Dasar Negeri Dinoyo 3;

Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 4;

_ Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede 1;
Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede 2,

Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1
Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 2;
Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 3;
Sekolah Dasar Negeri Merjosari 1;
Sekolah Dasar Negeri Merjosari 2Z;
Sekolah Dasar Negeri Merjosari 3;
Sekolah Dasar Negeri Merjosari 4;
Seknlah Dasar Negeri Merjosari 5;

. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 1;
. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 2;
_ Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 3;

Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu 1;

. Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu 2;
. Sckolah Dasar Negeri Mojolangu 1;
. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 2;

Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 3;

. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 4;
. Sckolah i)a.sar Negeri Mojolangu 5;
. Sekolah _}:’)asar Negeri Tunjungsekar 1;
. Sekolah Pasar Negeri Tunjungsekar 2;
_ @ekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 3;
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45. Seko Negeri Tunjungsekar 5; dan
46. Seko asar Negeri Percobaan 1.

C.Wilayah K::cmu.tan Blimbing sebagai berikut:
Sekolah Dasar Negeri Balearjosari 1;
Sekolah Dasar Negeri Balearjosari 2}
Bekniah Dasar Negeri Polowijen 1;
Sekolah Dasar Negeri Polowijen 2;
gekolah Dasar Negeri Polowijen 3;
Sekolah Dasar Negeri Arjosari 1;
Sekolah Dasar Negeri Arjosari 2;
Qekolah Dasar Negeri Arjosarn 3;
Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 1;
Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 2;

. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 3;
Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 4;
Sekolah Dasar Negeri Blimbing 1;
Sekolah Dasar Negeri Blimbing 2;
Sekolah Dasar Negeri Blimbing 3;
Sckolah Da.a-m' Negeri Blimbing 4;
Sekolah Daanr Negeri Blimbing 5;
Sekolah Danﬂ' Negeri Pandanwangi 1;
Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 2;
_ 8ckolah Dasar Negeri Pandanwangi 3;
 Sekolah Dasar Negeri Pandanwaugi 4;
 Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 5;
Sekolah Dasar Negeri Piwwanmm 1;

_ 8ckolah Dasar Negeri Purwantoro 2;
Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 3;

. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 4;
Sekulsﬁ Dasar Negeri Purwantoro 5;

. Bckolah Dasar fNegeri Purwantoro 6;
Sekolah Dasar Negeri Purwantore 7, «
. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 8;

. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 1;

. Sckolah Dasar Neger Bunulrejo 2;
33, Sekolah Dasar I?ﬁgcri Bunulrejo 3;
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34, i Jasa Lgl:n Bunulrejo 4
35. ' Bunuh\:Jn 5;

36. Sekoiah }jnm Nea:aﬂ Bunulrejo 6;
37. Seknlahmm Hegerl Kesatriyan 1;
"Nggm Kesatriyan 2;
asa Nﬁamﬂmhmn 3

40. Sekolah Desas Negeri Polehan 1;

41. Sekolah Dasar Negeri Polehan 2;

42. Sekolah Dasar Negeri Polehan 3;

43. Sekolah Dasar Negeri Polehan 4;

44. Sekolah Dasar Negeri Polehan 5; dan

45. Sckolah Dasar Negeri Jodipan.,
D.Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:
Sckolah Dasar Negeri Kedungkandang 1;
Sekolah Dasar Negeri Kedungkandang 2;
Sekolah Casar Negeri Lesanpuro 1,

Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 2
Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 3;
Sckolah Dasar Negeri Lesanpuro 4;
Sekolah Dasar Negeri Buring;

Sekolah Dasar Negeri Wonokoyo 1;
Sekolah Dasar Negeri Wonokoyo 2;
Sckolah Dasar Negeri Tlogowaru 1;

. Sekolah Dasar Negeri Tlogowaru 2;
Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 1;
Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 2;

; Sclm Dasar Negeri Bumiayu 2;
Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 4;
kaﬂﬂ}l Dasar Negeri Arjowinangun 1.
i S-ekﬂl.a.h Dasar Negeri Arjowinangun 2; -
Sckolah Daser Negeri Mergosono 1;

. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 2;
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Sekolah Dasar Negeri Mergosono 3;
. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 4;
. Sckolah Dasar Hcgm Mergosono 5;
. Sekolah Dasar Hcg::n Kotalama 1;
. Sekolah Dasar Hr:gz:n Kotalama 2;
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;  Da i Sswojajar 1;

30. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 2;

31. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 3;

32, Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 4;

33. Sekolah Dasar Negeri Sawcjajar 5:

34. Seckolah Dasar Negeri Sawojajar 6;

45. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 1;

36. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 2;

47. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 3;

a8, Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 4;

39, Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 5;

40. Sckolah Dasar Negeri Madyopuro 6;

4], Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 1;
42. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 2;
43. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 3,
44. Sekolah Dasar Negeri Cemorckandang 4, dan
45. Sekolah Dasar Negeri Model.

E. Wilayah Kecamatan Sukun sebagai berikut:

|. Sekolah Dasar Negeri Sukun 1;

5 Sekolah Dasar Negeri Sukun 2;

3. Sekolah Dasar Negeri Sukun 3;

4. Sckolah Dasar Negeni Bandungrejosari 1;

5. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosar 2;

6. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 3;
7. Sekolah Dasar Neger Bandungrejosari 4;
8
el

Sekolah Dasar Negeri Bakalan Krajan 15
. Sekolgh Dasar Negeri Bakalan Krajan 2
10. Sekolah Dasar Negeri Gadang 1;
11. Sckolah Dasar Negeri Gadang 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Gadang 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Gadang 4;
14. Sekoldh Dasar Negeri Kebonsari 1;

15. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 2;
i
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17.
18.
19.
20.
21, Jas
22. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 5;

23, Sekolah Dasar Negeri Mulvorejo 1;

24. Sckolah Dasar Negeri Mulyorejo 2;

25. Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 3;

26. Sekolah Dasar Negeri Percobaan 2;

27. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 1;

28, Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 2;

29, Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 3;

30. Sekolah Dasar Negeri Pisangeandi 4;

31. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuld 1;
32. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 2;
33. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 3,
34. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuld 4,
35. Sckolah Dasar Negeri Tanjungrejo 1;

36. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 2;

37. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 3;

38. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 4

39. Sckolah Dasar Negeri Tanjungrejo 5;

40. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 1;

41. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 2; dan
42, Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 3.

1. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

A Wilayah Kecamatan Klojen sebagai berikut:
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1]
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
3., Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
€. Sckolah Mme'i;gah Pertama Negeri 6,
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8,

i
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B.Wilayah Kﬁmma;éh Lowokwaru sebagai berikut:
1. Sckelah Men: Pertama Negeri 13;
2. Sckolah Me gah Pertama Negeri 18;
3. Sekolah mew Pertama Negeri 25; dan
4. Sekolah M 'hcn.gah Pertama Negeri 26.

C.Wilayah Kecamatan Bﬁmhmg sebagai berikut:
Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 14,
Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 20; dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri 24.

D, Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagei berikut:
Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;

Selkolah Menengah Pertama Negeri 21;

Qekolah Menengah Pertarna Negeri 22;

Sekolah Menengah Pertama Negeri 23; dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri 27.
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E. Wilayah Kecamatan Sukun sebagai berikut:
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15; dan
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17.

WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON
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PERATURAN WALIKOTA MALANG
4 INOMOR : 51  TAHUN 2016
! TENTANG

| PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
] “ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
i | ‘SATUAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS
./ .PENDIDIKAN.

|
"
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' BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN

KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN/ATAU
JABATAN PELAKSANA
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Bﬁ&hﬂ SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN

KEPALA SATUAN
FENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN/ATAU
PELAKSANA

Salinan sesuai aslinye
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